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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-
bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap
persoalan pencemaran udara sebagai akibat kegiatan pabrik peleburan dan pengecoran
alumunium di Kota Yogyakarta belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan
belum adanya pengawasan secara kontinyu serta tidak adanya penjatuhan sanksi secara
tegas oleh Pemerintah Kota, dikarenakan ada kekhawatiran bahwa bila kegiatan pabrik
peleburan dan pengecoran alumunium di Kota Yogyakarta khususnya yang terletak
didaerah Nitikan, Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta dihentikan akan
menimbulkan pengangguran dalam jumlah banyak dikarenakan keberadaan kegiatan
pabrik peleburan dan pengecoran alumunium di Kota Yogyakarta khususnya yang
terletak didaerah Nitikan, Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta telah menyerap
banyak tenaga kerja.

Berdasarkan penelitian penulis, CV.WIDODO sebagai pabrik yang telah
memiliki izin, oleh Pemerintah Kota Yogyakarta belum dikenakan sanksi administrasi
berupa paksaan administratif, uang paksa, penarikan izin, atau penutupan usaha.

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap persoalan pencemaran udara
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sebagai akibat kegiatan pabrik peleburan dan pengecoran alumunium di Kota
Yogyakarta ini adalah belum adanya peraturan yang spesifik tentang usaha dan/ atau
kegiatan peleburan dan pengecoran alumunium, sehingga pelaku kegiatan ini masih
merasa bebas dalam berproduksi sehingga sering kali tidak mengindahkan kelestarian

lingkungan.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah yang
secara spesifik mengatur tentang peleburan dan pengecoran alumunium.

2. Hendaknya Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengawasan yang lebih
intens terhadap pabrik-pabrik peleburan dan pengecoran alumunium yang telah
diberikan izin usaha industri, khususnya pabrik peleburan dan pengecoran
alumunium yang berada di Nitikan, Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta

3. Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, hendaknya Pemerintah
Kota Yogyakarta mengambil tindakan hukum yang konsisten terhadap pabrik-
pabrik peleburan dan pengecoran alumunium baik yang telah berizin maupun
tidak berizin yang telah melakukan pencemaran lingkungan hidup, khususnya
pabrik peleburan dan pengecoran alumunium yang berada di Nitikan, Kelurahan

Sorosutan, Kota Yogyakarta
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4. Hendaknya perlu dilakukan kerjasama antara pengusaha, pemerintah dan
lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan untuk mencari solusi yang
tepat dan terbaik bagi persoalan pencemaran udara sebagai akibat kegiatan
pabrik peleburan dan pengecoran alumunium di Kota Yogyakarta, sehingga
pengusaha dapat menjalankan usahanya dengan tenang dan masyarakat tidak
resah dan terganggu oleh pencemaran udara.

5. Agar supaya pencemaran yang terjadi di sekitar pabrik peleburan aluminium
dapat ditanggulangi secara maksimal, hendaknya selain dibuat cerobong asap
dan pagar keliling, maka di dalam cerobong tersebut juga dipasang alat
penghisap udara agar asapnya dapat naik ke atas dan di dalam cerobong tersebut
juga dipasang alat penjaring udara sehinga asap yang dibuang melalui cerobong

asap sudah bersih dari partikel-partikel berbahaya.
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